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ABSTRAK
Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kejaksaan
mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan
yang dipimpin oleh Hakim, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang penting dan diatur didalam Pasal 182 ayat 1
huruf (a) KUHAP. Pada putusan No. 08/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA, hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa di
bawah tuntutan jaksa. Yang mana terdakwa di dalam dakwaaan Jaksa Penuntut Umum  diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18
ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) UU Tipikor Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Meskipun Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan tuntutan menurut analisa dan pertimbangannya, namun kenyataannya didalam perkara tindak pidana korupsi hakim
dapat menjatuhkan hukuman pidana di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan
pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengkaji hambatan-hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam
menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi.
  Penelitian ini menggunakan  metode yuridis empiris, dengan sumber data adalah bahan hukum primer, sekunder dan testier.
Pembahasan (analisis) dengan cara mengaitkan data terhadap teori-teori, maupun ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang
Kejaksaan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode pengumpulan data dengan menggunakan data kepustakaan dan
data lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Kemudian data tersebut diolah untuk dianalisis secara deskriptif
kualitatif melalui beberapa tahapan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang memberatkan tuntutan pidana terhadap
perkara tindak pidana korupsi adalah karena terdakwa sebagai penyelenggara pendidikan, perbuatan Terdakwa meresahkan
masyarakat, dan karena Terdakwa telah menikmati hasil korupsi. Sementara pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang 
meringankan tuntutan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah karena Terdakwa belum pernah dihukum, dan faktor
kemanusiaan terhadap Terdakwa.
 Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi
adalah karena hambatan yang bersifat non yuridis dan yuridis. Hambatan yang bersifat non yuridis berupa ; Kompleksitas dari
perkara pidana tersebut (terlalu rumitnya kasus tersebut), dan dilakukan oleh sekelompok orang atau instansi yang sangat
terorganisasi dalam melakukan tindak pidana tersebut, orang yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut adalah orang yang
memiliki peran dalam pemerintahan, serta waktu terjadinya tindak pidana baru terungkap setelah bukti-bukti tersebut hilang dan
terungkap setelah tenggang waktu yang lama (dalam kasus korupsi). Sementara hambatan yuridis berupa yaitu ; saksi menarik
keterangannya, perbedaan persepsi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi antar jaksa dan hakim dalam proses pembuktian
di persidangan, Perbedaan persepsi antara penyidik dan jaksa penuntut umum mengenai petunjuk dari penuntut umum dalam proses
pemeriksaan berkas, serta surat-surat yang dibutuhkan sebagai barang bukti susah untuk didapatkan.
Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyusunan penuntutan terhadap terdakwa hendaknya mempelajari latar
belakang Terdakwa tindak pidana korupsi serta mempersiapkan bukti yang akurat yang dapat menunjang tuntutan. Disarankan
Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan seharusnya melihat hubungan antara Terdakwa dengan saksi, dokumen
pembuktian serta latar belakang  Terdakwa, agar dalam melakukan penuntutan tercapai kebenaran materiil dalam suatu tindak
pidana, dan terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.
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